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ABSTRAK

Kasus penganiayaan di Indonesia sering kali terjadi tidak memandang usia dan jenis
kelamin. Menurut data dari KemenPPPA, terdapat 20.501 kasus penganiayaan yang
terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Salah satu kasus yang kerap terjadi
adalah penganiayaan yang terjadi pada saat proses penyidikan. Pelaku
penganiayaan dalama hal ini adalah Polisi kerap melakukan penganiayaan dengan
maksud agar kasus yang dihadapi cepat terselesaikan dengan tidak melakukan
penyelidikan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Tersangka yang
menjadi korban tidak jarang diperlakukan kasar dan dipaksa mengakui perbuatan
yang tidak dilakukannya. Perbuatan yang dilakukan Polisi kepada tersangka telah
merampas hak-hak yang dimiliki oleh tersangka sebagaimana telah tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain
melanggar hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, Polisi pelaku penganiayaan juga
melanggar hak asasi manusia dimana terdapat asas-asas yang melindungi hak asasi
manusia yang tertuang pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam
rangka memberikan perlindungan kepada korban, Pemerintah mengundangkan
undang-undang terhadap saksi dan korban. Terhadap Polisi yang melakukan
penganiayaan mendapatkan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi etik.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Hak-hak Korban, Penganiayaan, Perlindungan

Hukum.
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ABSTRACT

Case of abuse in Indonesia often occur regardless of age and gender. According to
data from KemenPPPA, there were 20.501 cases of abuse that occured from 2020
to 2021. One of the cases that often occurs is aabuse that occurred during that
investigation process. The perpetrators of abuse in this case are the police who
often carry out persecution with the intention that the cases at hand are quickly
resolved by nor carrying out investigations in accordance with the provisions of the
law. Suspects who become victims are often treated harshly and forced to admit to
actions they did not commit. The actions taken by the police against the suspect
have robbed the suspect of his rights as stated in Law Number 8 of 1981 concerning
the Criminal Procedure Code. In addition to violating the rights of the suspect, the
police who perpetrate the persecution also violate human rights where there are
principles that protect human rights contained in the Law on Judicial Power. In
order to provide protection to victims, the Government enacts laws against
witnesses and victim. Police who commit abuse will receive sanctions in the form
of criminal sanctions and ethical sanctions.

Keywords : Legal Consequences, Victims Rights, Persecution, Legal Protection.
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